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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih karuniaNya naskah
Buku Monograp ini dapat terselesaikan. Beberapa alasan yang
mendorong Penulis dalam menerbitkan Buku Monograp yang
berjudul “Kelemahan dalam Pengaturan Perampasan Aset yang
Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture”.
Yaitu Pertama, Buku Monograp ini diharapkan memberikan
sumbangan signifikan guna peningkatan kualitas pembelajaran di
Magister Ilmu Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan
pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat
Indonesia.

Kedua, Buku monograp ini mengulas tentang Kelemahan
dalam pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Civil Forefiture sangat relevan untuk dibaca dan
dipahami oleh mahasiswa Program Pascasarjana pada mata kuliah
Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan hukum tindak pidana
korupsi sangat dinamis oleh karena itu sumber bahan ajar seperti
monograp ini perlu harus selalu di-up-date sehingga dapat terus
relevan di masa kini.

Ucapan terima kasih, Penulis haturkan kepada semua pihak
yang telah mendukung terbitnya Buku Monograp ini.

Tim Penulis
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BAB KONSEP DAN TEORI

TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Indonesia adalah negara hukum, tidak ada suatu hal
apapun di negara ini yang tidak dijalankan atas dasar hukum.!
Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi
persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang
selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses
penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai
pemberantasan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi pada
masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya
praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau
kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.?
Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahsa Latin:
corruption=penyuapan; corruptore=merusak) gejala dimana para
pejabat, badan- badan negara menyalahgunakan wewenang
dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan
lainnya.? Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa
seperti Bahasa Inggris, yaitu corruption, corrupt, Bahsa Prancis
yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie. Kita dapat

1 Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, Pengendalian Tindak Pidana
Korupsi, Cattleya Darmaya Fortuna, hal. 1

2 Rahmayanti, 2005, Gratifikasi Dan Pembuktian Terbalik Dalam
Tindak Pidana Korupsi, Eureka Media Aksara, Jakarta, hal. 1.

3 Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
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BAB TEORI DASAR

TENTANG
CIVIL FORFEITURE

A. Pengertian Civil Forfeiture

Di Negara-Negara yang menganut sistem common law,
Non Conviction Based (NCB) asset forfeiture sudah lazim
diterapkan sebagai alat untuk menyita dan mengambil asset
yang berasal, berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan.
Akar dari prinsip NCB pertama kali ditemukan pada abad
pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-
barang yang dianggap sebagai instrument of a death atau yang
sering disebut sebagai Deodand. Munculnya era industrialisasi
di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan
deodand setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi
sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita.

Civil Forfeiture atau Non Conviction Based Asset Forfeiture
atau perampasan/penyitaan aset adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya
(uang atau properti) dirampas/disita oleh negara tanpa
kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau
kejahatan yang dilakukan. Non Conviction Based Asset Forfeiture
ini juga dapat diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan
hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau
mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang
dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Forfeiture
atau perampasan/penyitaan aset tanpa kompensasi sebagai
konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan,
melanggar kewajiban atau pengabaian tugas.
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BAB

A.
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PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DAN ASET

Pengertian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam dimensi perundang-
undangan disebutkan bahwa Keuangan negara yang dimaksud
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul. Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan
negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam
hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus
dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang
mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.
Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang
Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara
dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat
negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka
pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara
dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk
mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang
serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai
negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola
keuangan pada khususnya.

Dari uraian di atas, para ahli yang menyatakan bahwa
unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam
konteks delik formil sesuai Undang-Undang 31 Tahun 1999, dan



BAB KELEMAHAN

DALAM PENGATURAN ASET
YANG DIMILIKI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
MELALUI CIVIL FORFEITURE

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perampasan
Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu Asset yang berarti
harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak
dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.?
Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah
aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial,
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud,
dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan
adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. Di dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi
Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Di
dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada
tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:
semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai
nilai ekonomis.?0! Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan
dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP, oleh

2 Wahyudi Hafiludin Sadeli, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap
Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi” (Jakarta: Tesis
Pascasarjana, 2010), hlm. 24.
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